PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 45 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA, DINAS BINA MARGA
DAN PENGAIRAN, DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN, DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA,
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN, DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL, DAN DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 101 Peraturan Daerah

Mengingat :

1

Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, pada masing-masing dinas
daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sebagai
unsur pelaksana badan dan dinas yang melaksanakan
sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu
atau beberapa kecamatan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu

diatur melalui Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas
Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga, Dinas Bina Marga
Dan Pengairan, Dinas Koperasi Perindustrian Dan
Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura,
Dinas Kehutanan Dan Perkebunan, Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Perikanan dan
Peternakan.

.Undang-Undang Republik lhdonesia Nomor 43 Tahun

1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik ldonesia Nomor 3890);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4880);
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3. Undaqg - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tgml:))ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 20
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu;

7.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA, DINAS
BINA MARGA DAN PENGAIRAN, DINAS KOPERASI
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, DINAS TANAMAN
PANGAN DAN HOLTIKULTURA, DINAS KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN, DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL DAN DINAS PERIKANAN DAN

PETERNAKAN.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

4.
S.
6

Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan penyelenggara Pemerintah
Daerah Kabupaten adalah Bupati Rokan Hulu;

Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu;

Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat
daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah,
kecamatan dan kelurahan;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah
Kabupaten Rokan Hulu;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas dilingkungan pemerintah
Kabupaten Rokan Hulu;
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11. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas adalah Unsur pelaksana Dinas
Dac:rah Kabupaten Rokan Hulu yang melaksanakan sebagian
kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang yang
mempunyai wilayah Kkerja di satu atau beberapa kecamatan;

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga fungsional yang

melak.sanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah, sesuai dengan
keahlian dan kebutuhan daerah;

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD yaitu sebagai berikut :
Pendidikan;

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);

Alat Berat;

Pengelolaan Pasar;

Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura;
Balai Benih Utama (BBU);

Kesatuan Pengeloaan Hutan (KPH);
Perkebunan;

Penyelenggara Administrasi Kependudukan;
Balai Benih Ikan;

TrpRee a0 op

BAB II1
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD

Bagian Pertama
UPTD Pendidikan

Pasal 3

@ (1) UPTD Pendidikan merupakan sebuah UPT pada Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah Raga di bidang Pendidikan yang terdiri dari 16
(enam belas) UPTD, yaitu sebagai berikut :
UPTD Kecamatan Rambah
UPTD Kecamatan Rambah Samo;
UPTD Kecamatan Rambah Hilir
UPTD Kecamatan Bangun Purba;
UPTD Kecamatan Tambusai;
UPTD Kecamatan Tambusai Utara;
UPTD Kecamatan Kepenuhan;
UPTD Kecamatan Kepenuhan Hulu;
UPTD Kecamatan Ujung Batu;
UPTD Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam;
UPTD Kecamatan Rokan IV Koto;
UPTD Kecamatan Pendalian IV Koto;
. UPTD Kecamatan Kunto Darussalam;
UPTD Kecamatan Bonai Darussalam
UPTD Kecamatan Tandun;
UPTD Kecamatan Kabun.

TOBE-RTCPR MO A0
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(2) Setiap UPTD Pendidikan dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olah Raga.

Pasal 4

Setiap UPTD Pendidikan mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari
seorang Kepala dan secara ex-officio sebagai pelaksana Tata Usaha.

Pasal 5

Kepala UPTD Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan
teknis operasional urusan pendidikan di kecamatan,

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala UPTD Pendidikan

mempunyai fungsi:

a. Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga dalam perencanaan pengorganisasian,
penyelenggaraan, dan pengawasan terhadap layanan dan
pembangunan pendidikan di kecamatan.

b. Membantu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam
menyelenggarakan  kegiatan evaluasi pembelajaran ditingkat
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

¢. Membantu pembayaran gaji, tunjungan serta tambahan penghasilan
lainnya yang sah kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di
kecamatan.

d. Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif kepada jaringan
pelayanan pendidikan ( kepala sekolah, guru dan pegawai tata usaha ).

€. Membina setiap upaya pendirian dan pengembangan pendidikan bagi
masyarakat, baik pendidikan formal maupun non formal.

f. Bekerjasama dengan pihak terkait memberdayakan perorangan,
keluarga dan masyarakat agar berperan aktif dalam setiap upaya
penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal.

g Mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, lembaga,
organisasi, dan dunia usaha/industri dalam mensukseskan
pelaksanaan kegiatan bidang pada pendidikan.

h. Menggerakkan pembangunan berbagai sektor pendidikan di
kecamatan menuju Estandar Nasional Pendidikan.

i. Melakukan monitoring dan observasi langsung terhadap keadaan
individu sekolah minimal 1 (satu) kali dalam masa 1 (satu) bulan
untuk setiap satuan pendidikan.

j. Memonitor keterlaksanaan jadwal kegiatan pengawas pada setiap
satuan pendidikan.

k. Mengevaluasi hasil pembinaan pengawas terhdap setiap satuan
pendidikan.

l. Mengevaluasi setiap kebijakan yang telah dilaksanakan oleh kepala
sekolah dan guru. '

m. Merekap dan menyerahkan laporan bulanan (keadaan siswa, guru,
gedung, sarana dan prasarana) secara tertulis tentang keadaan
sekolah paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.
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n. Melaporkan kepada atasan jika ada rencana dan atau diketahui
adanya sekolah yang akan didirikan atau sekolah yang telah berdiri
tetapi belum mempunyai Izin Operasional.

0. Memberikan pertimbangan tertulis dalam bentuk rekomendasi tentang
kelayakan pemberian Izin Operasional Unit Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua
UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

Pasal 7

(1) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) merupakan sebuah UPT pada
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai penyelenggara
pendidikan non-formal berkedudukan di Kecamatan Rambah Hilir.

(2) UPTD SKB dipimpin oleh seorang Kepala berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah
Raga.

Pasal 8

Organisasi UPTD SKB terdiri dari seorang Kepala dan secara ex-officio
sebagai pelaksana Tata Usaha.

Pasal 9

UPTD-SKB mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis operasional
menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan pendidikan non-formal di
seluruh kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

menyusun rencana program kegiatan UPTD-SKB;

menyiapkan data base pendidikan keaksaraan dan kesetaraan di

kabupaten ;

c. mengelola administrasi kepegawaian, administrasi umum di
lingkungan UPTD-SKB;

d. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bidang Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Non-formal (PAUD dan Non Formal) dalam
melaksanakan semua kegiatan;

e. melaksanakan koordinasi, pengendalian, pengawasan kegiatan
pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;

f. melaksanakan koordinasi, pengendalian, pengawasan kegiatan kursus
kewira-usahaan;

g. melaksanakan koordinasi, pengendalian, pengawasan pusat kegiatan
belajar masyarakat (PKBM);

h. melaksanakan koordinasi, pengendalian, pengawasan kelompok kerja
keaksaraan, kesetaraan, dan kelompok kerja pendidikan masyarakat
lainnya;

i. membina setiap upaya pendirian dan pengembangan pusat kegiatan

belajar masyarakat (PKBM);

melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan;

mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi,

lembaga, organisasi, dan dunia usaha/industri dalam pembangunan

pendidikan;

menggerakkan pembangunan pendidikan masyarakat;

m. melaksanakan koordinasi dan pengawasan penggunaan sarana

dan prasarana pada UPTD-SKB;

o e
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(2)

meningkatkan pemberdayaan kelembagaan dan peranserta
masyarakat;

melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;

mengajukan konsep peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan
masyarakat kepada kepala dinas setiap awal semester;

memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
Menyusun kebijakan, perencanaan dan pengawasan serta evaluasi
pelaksanaa tugas pendidikan non formal sesuaij dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan hubungan
koordinatif, kooperatif dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah
Raga;

Menstimulasi peran serta masyarakat diwilayahnya agar yuturt aktif
mendukung pelaksanaan upaya pendidikan lingkup tugasnya;

Kepala sub Bagian Tata Usaha UPTD SKB mempunyai tugas pokok
membantu tugas-tugas Kepala UPTD dalam urusan adminitrasi umum
dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta urusan lain yang
menyangkut ketata usahaan;

Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan instruksi yang
diberikan oleh Kepala dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

Bagian Ketiga
UPTD Alat Berat

Pasal 10

UPTD Alat Berat merupakan UPT pada Dinas Bina Marga dan

Pengairan di bidang Alat Berat yang terdiri dari 8 (delapan) UPTD yaitu

sebagai berikut :

a. UPTD Wilayah I (Kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara);

b. UPTD Wilayah II (Kecamatan Kepenuhan dan Kepenuhan Hulu);

c. UPTD Wilayah III (Kecamatan Rambah dan Rambah Samo);

d. UPTD Wilayah IV (Kecamatan Rambah Hilir dan Bangun Purba);

e. UPTD Wilayah V (Kecamatan Pagarantapah Darussalam dan Ujung
Batu);

f. UPTD Wilayah VI (Kecamatan Tandun dan Kabun);

g. UPTD Wilayah VII (Kecamatan Rokan IV Koto dan Pendalian IV
Koto);

h. UPTD Wilayah VIII (Kecamatan Kunto Darussalam dan Bonai
Darussalam).

Setiap UPTD Alat Berat dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Bina Marga dan

Pengairan.

Pasal 11

Setiap UPTD Alat Berat mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari :

a.
b.

Kepala
Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

Kepala UPTD Alat Berat mempunyai tugas teknis penunjang dibidang
mengelola, memelihara serta merawat peralatan berat milik Dinas Bina
Marga dan Pengairan Kabupaten Rokan Hulu.
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Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala UPTD Alat Berat mempunyai

fungsi :

a. Menyelenggarakan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan
serta evaluasi terhadap pelayanan penggunaan alat berat;

b. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas

Bina Marga dan Pengairan;

¢. Penatausahaan UPTD Alat berat meliputi :

1. menerima, mensortir, membuka dan mengagendakan surat-surat
masuk dilingkungan UPTD alat berat;

2. membuat persyaratan dan surat perjanjian penyewaan peralatan
(Kontrak Alat);

3. memelihara data dan bahan untuk dapat digunakan setiap waktu
serta memelihara kebutuhan, kenyamanan dilingkungan UPTD
alat berat;

4. membuat daftar penerimaan sewa peralatan dari Pihak ke 3 dan
laporan penerimaan setiap bulannya;

5. membuat daftar dan melakukan penyetoran sewa peralatan ke kas
daerah;

6. membuat daftar peralatan dan membuat rencana operasi
peralatan;

7. menyelenggarakan administrasi penyerahan dan pengembalian dan
melakukan pengawasan operator;

8. membuat laporan penggunaan peralatan serta kondisi peralatan
setiap bulan dan laporan pemeriksaan peralatan;

9. memberikan pembinaan terhadap operator, supir dan pengawas;

10. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
langsung.

d. Melaksanakan perbengkelan meliputi :

1. menyusun atau menyiapkan suku cadang yang dibutuhkan untuk
perbaikan dan pemeliharaan rutin peralatan sesuai dengan
kebutuhan;

melakukan pemeriksaan peralatan secara berkala;
menyelenggarakan perbaikan peralatan di pool dan lapangan serta
menyelenggarakan perawatan terhadap peralatan dan kendaraan;
menyelenggarakan mesin kontriksi;

melakukan monitoring peralatan secara berkala dan membuat
hasil monitoring;

membuat daftar perawatan berkala peralatan;

melakukan tugas-tugas lain yang diberikan atasan langsung.

w N

NO ok

Pasal 14

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan administrasi, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta
evaluasi dan pelaporan pada Unit Pelaksana Teknis Alat Berat
diwilayahnya.

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Subbagaian Tata Usaha
mempunyai uraian tugas :

a.

oo

Pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, humas
dan pengelolaan administrasi kepegawaian;

Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan;

Pelaksanaan pengelolaan urusan evaluasi dan pelaporan;

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Keempat
UPTD Pengelolaan Pasar

Pasal 16

(1) UPTD Pengelolaan Pasar merupakan sebuah UPT pada Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan di bidang pengelolaan pasar di
Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 3 (tiga) UPTD sebagai berikut :

a. UPTD Pengelolaan Pasar Wilayah I dengan wilayah kerja pada
Kecamatan Rambah, Rambah Hilir, Bangun Purba, Rambah Samo,
Kepenuhan, Kepenuhan Hulu dan Bonai Darussalam,

b. UPTD Pengelolaan Pasar Wilayah II dengan wilayah kerja pada
Kecamatan Ujung Batu, Tandun, Kabun, Pagarantapah
Darussalam, Kunto Darussalam, Rokan IV Koto, Pendalian IV Koto.

c. UPTD Pengelolaan Pasar Wilayah III dengan wilayah kerja pada
Kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara.

(2) Setiap UPTD Pengelolaan Pasar dipimpin oleh Kepala yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 17

Setiap UPTD Pengelolaan Pasar mempunyai susunan organisasi terdiri
dari :

a. Kepala;

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 18

Kepala UPTD Pengelolaan Pasar mempunyai tugas penyelenggaraan
pefigelolaan pasar berupa perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
pemberian bimbingan terhadap para pedagang dan pengaturan
pemungutan retribusi.

Pasal 19

Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala UPTD Pengelolaan Pasar

mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pasar;

b. Pelaksanaan pelayanan umum dibidang pengelolaan pasar;

c. Penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan
bimbingan teknis;

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD
diwilayah kerjanya;

e. Merumuskan dan melaksanakaan administrasi permintaan dan
penyetoran tanda bukti pembayaran retribusi pengelolaan pasar;

f. Merumuskan dan melaksanakan penyimpanan serta memelihara arsip
yang berhubungan dengan retribusi pengelolaan pasar;

Merumuskan dan melaksanakan tata pembukuan secara sistematis
dan kronologis dari penerimaan retribusi pengelolaan pasar;

h. Merumuskan dan melaksanakan pemeliharaan dokumentasi
penagihan secara secara teratur kepada wajib teratur;

i. Merumuskan dan melaksanakan penyelesaian tunggakan dari wajib
retribusi dan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi Perindustrian dan
Perdagangan;

J- Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha ke arah
yang dapat memantapkan kegiatan dibidang tugasnya;

k. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan atasan langsung.
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Pasal 20

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan administrasi, kepegawaian, keuangan dan

perlengkapan serta evaluasi dan pelaporan pada Unit Pelaksana Teknis
Pengelolaan Pasar.

Pasal 21

Dalam meqyelel}ggarakan tugas pokoknya Kepala Subbagaian Tata Usaha
mempunyai uraian tugas :

a. Pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, humas
dan pengelolaan administrasi kepegawaian;

Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan;

Pelaksanaan pengelolaan urusan evaluasi dan pelaporan;

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

ao o

Bagian Kelima
UPTD Tanaman Pangan dan Holtikultura

Pasal 22

(1) UPTD Tanaman Pangan dan Holtikultura merupakan UPT pada Dinas
Tanaman Pangan dan Holtikultura di bidang pelayanan Tanaman
Pangan dan Holtikultura yang terdiri dari 10 (sepuluh) UPTD, yaitu
sebagai berikut :

UPTD Kecamatan Rambah

UPTD Kecamatan Rambah Samo;

UPTD Kecamatan Rambah Hilir;

UPTD Kecamatan Bangun Purba;

UPTD Kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara;

UPTD Kecamatan Kepenuhan dan Kepenuhan Hulu;

UPTD Kecamatan Ujung Batu dan Pagarantapah Darussalam:

UPTD Kecamatan Kunto Darussalam dan Bonai Darussalam;

UPTD Kecamatan Tandun dan Kabun;

J. UPTD Kecamatan Rokan IV Koto dan Pendalian IV Koto.

(2) Setiap UPTD Tanaman Pangan dan Holtikultura dipimpin oleh Kepala
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Tanaman Pangan dan Holtikultura.

FER e Ao op

Pasal 23

Setiap UPTD Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai susunan
organisasi terdiri dari :

a. Kepala;

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 24

Kepala UPTD Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas
melaksanakan Teknis Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultuia,
Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian pertanian tanaman pangan di
wilayah kerjanya.
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Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala UPTD Tanaman Pangan

dan Holtikultura menyelenggarakan fungsi :

a. Menyelenggarakan pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura;

b. Pelaksana teknis dibidang pertanian di Kecamatan dan sebagai
Pembina di Kecamatan;

€. Merumuskan arah kebijakan pembangunan dan pengembangan
pertanian di kecamatan;

d. Melaksanakan kebijakan pembangunan pertanian yang digariskan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

€. Melaksanakan kebijakan teknis fungsional dibidang pertanian di
kecamatan;

f. Menumbuhkembangkan keberdayaan dan kemandirian petani,
kelompok tani, kelompok usaha/ asosiasi petani dan usaha formal di
kecamatan;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Tanaman Pangan dan Holtikultura di Kecamatan.

Pasal 26

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan administrasi, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta
evaluasi dan pelaporan pada Unit Pelaksana Teknis Tanaman Pangan dan
Holtikultura.

Pasal 27

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Subbagian Tata Usaha
mempunyai uraian tugas :

a. Pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, humas
dan pengelolaan administrasi kepegawaian;

Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan;

Pelaksanaan pengelolaan urusan evaluasi dan pelaporan;

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Ao o

Bagian Keenam
UPTD Balai Benih Utama

Pasal 28

(1) UPTD Balai Benih Utama merupakan sebuah UPT pada Dinas
Tanaman Pangan dan Holtikultura di bidang pembenihan pertanian;

(2) UPTD Balai Benih Utama dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan

Holtikultura

Pasal 29

Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Utama terdiri dari :
a. Kepala;
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
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Pasal 30

Kepal_a UPTD Balai Benih Utama mempunyai tugas melaksanakan Teknis
Pembibitan Pertanian di Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 31

Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala UPTD Balai Benih Utama

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraaan pembibitan tanaman pangan dan hortikultura;

b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun serta mengolah data dan
informasi yang berhubungan dengan pembangunan pertanian;

c. Sebagai unur pelaksana teknis dibidang pembibitan pertanian;

d. Merumuskan arah kebijakan pembangunan dan pengembangan
pembibitan pertanian;

€. Merencanakan pengadaan dan penyaluran benih sebar padi, palawija
dan holtikultura di Balai Benih Utama;

f. Menata dan mengevaluasi pendistribusian benih padi, palawija dan
hortikultura serta membuat laporan perkembangan pembenihan
secara berkala;

Melaksanakan pemurnian kembali sesuatu varitas yang terdapat
diwilayah kerja BBU;

h. Merencanakan pengadaan mata temple di blok pengadaan mata
tempel buah-buahan pada BBU;

i. Melaksanakan pembinaan, bimbingan pengawasan, penyusunan
sarana prasarana perbenihan;

j- Menyusun rencana pakai teknologi perbenihan tanaman pangan dan
holtikultura;

k. Merencanakan dan melaksanakan penyaluran, sosialisasi benih
unggul tanaman pangan dan holtikultura;

. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Tanaman Pangan dan Holtikultura di Kecamatan.

Pasal 32

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas mempunyai tugas pokok
melaksanakan wurusan administrasi, kepegawaian, keuangan dan
perlengkapan serta evaluasi dan pelaporan pada Unit Pelaksana Teknis
Balai Benih Utama.

Pasal 33

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Subbagian Tata Usaha
mempunyai uraian tugas :

a. Pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, humas
dan pengelolaan administrasi kepegawaian;

Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan;

Pelaksanaan pengelolaan urusan evaluasi dan pelaporan;

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Ketujuh
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Pasal 34

(1) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan merupakan sebuah UPT pada
Dinas Kehutanan dan Perkebunan di bidang pengelolaan hutan yang
berada diwilayahnya yang terdiri dari 3 (tiga) UPTD sebagai berikut :

a. UPTD KPH Lindung Bukit Suligi;
b. UPTD KPH Lindung Sungai Mahato;
c. UPTD KPH Rokan IV Koto.

(2) Setiap UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan dipimpin oleh Kepala yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 35

Setiap UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai susunan organisasi
yang terdiri dari seorang Kepala dan secara ex-officio sebagai pelaksana
Tata Usaha.

Pasal 36

Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas
penyelenggaraan pengelolaan hutan pemantauan dan penilaian atas
pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan diwilayah kerjanya.

Pasal 37

Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan

Hutan menyelenggarakan fungsi :

a. Membantu Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam
menyelenggarakan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;

b. Membantu Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam
melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan
pengelolaan hutan diwilayah kerjanya;

c. Membantu Kepala dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam membina
setiap upaya pelestarian hutan diselenggarakan oleh masyarakat dan
dunia usaha di wilayah kerjanya;

d. Membantu Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam
memberdayakan masyarakat dan swasta agar berperan aktif dalam
setiap penyelenggaraan upaya pelestarian;

e. Membantu Kepala dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam membuka

peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan

hutan;

Penyelenggaraan pengelolaan hutan;

Pelaksana pengamanan terhadap kawasan hutan dari penjarahan dan

penyerbotan lahan oleh masyarakat;

Penggerak pembangunan kehutanan berwawasan lingkungan;

Pemberdayaan terhadap masyarakat dan swasta untuk turut serta

dalam menjaga kelestarian hutan;

Pelaksana penyuluhan bagi masyarakat sekitar hutan;

Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan instruksi yang

diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
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Bagian Kedelapan
UPTD Perkebunan

Pasal 38

(1) UPTD Perkebunan merupakan UPT pada Dinas Kehutanan dan
Perkebunan di bidang perkebunan terdiri dari 6 (enam) UPTD, yaitu
sebagai berikut :

a. UPTD Wilayah I dengan wilayah kerja pada Kecamatan Rambah,
Rambah Samo, Rambah Hilir dan Bangun Purba;

b. UPTD Wilayah II dengan wilayah kerja pada Kecamatan Tambusai
dan Tambusai Utara;

c. UPTD Wilayah III dengan wilayah kerja pada Kecamatan
Kepenuhan dan Kepenuhan Huly;

d. UPTD Wilayah IV dengan wilayah kerja pada Kecamatan Ujungbatu,
Tandun dan Kabun, Rokan IV Koto dan Pendalian IV Koto;

e. UPTD Wilayah VI dengan wilayah kerja pada Kecamatan Kunto
Darussalam, Pagarantapah Darussalam dan Bonai Darussalam.

(2) Setiap UPTD Perkebunan dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan
Perkebunan.

Pasal 39

Setiap UPTD Perkebunan mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari
seorang Kepala dan secara ex-officio sebagai pelaksana Tata Usaha.

Pasal 40

Kepala UPTD Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan
di bidang perkebunan mulai dari perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengawasan diwilayah kerjanya.

Pasal 41

Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala UPTD Perkebunan

menyelenggarakan fungsi :

a. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan
dibidang perkebunan diwilayah kerjanya;

b. Membinan setiap upaya pembangunan perkebunan yang
diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah
kerjanya;

c. Memberdayakan masyarakat dan swasta agar berperan aktif dalam
setiap upaya pengembangan pembangunan perkebunan;

d. Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan
pembangunan perkebunan;

e. Penyelenggara pengelolaan perkebunan dan penggerak pembangunan
perkebunan berwawasan lingkungan;

f. Pemberdayaan terhadap masyarakat dan swasta untuk serta dalam
peningkatan potensi perkebunan;

Pemantau pelaksanaan pembangunan perkebunan oleh masyarakat
dan swasta di wilayah kerjanya;

h. Melakukan tugas-tugas lain yang ddiberikan atasan langsung.
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Bagian Kesembilan
UPTD Penyelenggara Administrasi Kependudukan

Pasal 42

(1) UPTD Penyelenggara Administrasi Kependudukan merupakan UPT
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang
penyelenggaran administrasi kependudukan di Kecamatan terdiri dari
16 (enam belas) UPTD, yaitu sebagai berikut :

UPTD Kecamatan Rambabh;

UPTD Kecamatan Rambah Samo;
UPTD Kecamatan Rambah Hilir;
UPTD Kecamatan Bangun Purba;
UPTD Kecamatan Tambusai

UPTD Kecamatan Tambusai Utara;
UPTD Kecamatan Kepenuhan;
UPTD Kecamatan Kepenuhan Hulu;
UPTD Kecamatan Ujungbatu;
UPTD Kecamatan Tandun;

UPTD Kecamatan Kabun;

UPTD Kecamatan Rokan IV Koto;

. UPTD Kecamatan Pendalian IV Koto;
UPTD Kecamatan Kunto Darussalam;
UPTD Kecamatan Pagarantapah Darussalam:

p. UPTD Kecamatan Bonai Darussalam;

(2) Setiap UPTD Penyelenggara Administrasi Kependudukan dipimpin oleh
Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

SPErART IR ™o a0 g

Pasal 43

Setiap UPTD Penyelenggara Administrasi Kependudukan mempunyai
susunan organisasi terdiri dari :

a. Kepala;

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 44

Kepala UPTD Penyelenggara Administrasi Kependudukan mempunyai
tugas melakukan pelayanan pencatatan sipil meliputi kelahiran,
kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,
pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan
status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian
dan peristiwa penting lainnya.

Pasal 45

Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala UPTD Penyelenggara

Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan dibidang pendaftaran penduduk dan pelayanan
pencatatan sipil diwilayah tugasnya.

b. Penyerasian kebijakan kependudukan, melaksanakan penyusunan
perencanaan, kualitas, pengendalian kuantitas penduduk di wilayah
tugasnya.

c. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan informasi administrasi
kependudukan di kecamatan.
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d. Pelaksanaan penyusunan indikator  kependudukan wilayah
kecamatan.

e. Pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil wilayah
kecamatan.

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 46

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan administrasi, kepegawaian, keuangan dan
perlengkapan serta evaluasi dan pelaporan pada Unit Pelaksana Teknis
Penyelenggara Administrasi Kependudukan.

Pasal 47

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Subbagian Tata Usaha
mempunyai uraian tugas :

a. Pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, humas
dan pengelolaan administrasi kepegawaian;

Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan;

Pelaksanaan pengelolaan urusan evaluasi dan pelaporan;

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

po o

Bagian Kesepuluh
UPTD Balai Benih Ikan (BBI)

Pasal 48

(1) UPTD Balai Benih lkan merupakan UPT pada Dinas Perikanan dan
Peternakan di bidang pembenihan ikan yang terdiri dari 2 (dua) UPT
yaitu sebagai berikut :

a. UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Rambah;
b. UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Rokan IV Koto.

(2) UPTD Balai Benih Ikan (BBI) dipimpin oleh Kepala yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan
Peternakan.

Pasal 49

Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Ikan (BBI) terdiri dari :
a. Kepala;
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 50

Kepala UPTD Balai Benih lkan (BBI) mempunyai tugas melaksanakan
pembenihan jkan sebelum didistribusikan kepada petani/masyarakat.

Pasal 51

Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala UPTD Balai Benih Ikan (BBI)

menyelenggarakan fungsi :

a. Mengelola Administrasi, menyusun dan melaksanakan program Kkerja
dibidang pembenihan ikan air tawar;
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b. tl\.gelakukan pengelolaan produksi pembenihan dan pembudidayaan air
awar;

C. Melaksanakan kaji terap pembudidayaan ikan untuk memperoleh
teknis pembudidayaan khususnya pembenihan yang lebih baik dan
menguntungkan;

d. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis kepada
pembudidayaan ikan, KPR/UPR;

€. Melaksanakan pengelolaan, peémantauan, pengawasan dan evaluasi
terhadap sumber induk/calon dan benih ikan serta penyebarannya;

f. Menghimpun Peraturan Perundnologang-undangan, pedoman dan
petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang sertifikasi tata laksana
produksi serta teknologi pembenihan ikan air tawar;

g Melakukan analisis serta menyusun pertimbangan teknis terhadap
kegiatan sertifikasi tata laksana produksi dan penerapan teknologi
anjuran dibidang pembenihan air tawar;

h. Melakukan fungsi koordinasi dan pelayanan sertifikasi tata laksana
produksi dibidang pembenihan air tawar;

i. Melakukan pelayanan perpustakaan, laboratorium uji,publikasi serta
Jaringan informasi tentang pembenihan ikan air tawar;

J- Melakukan pengelolaan dan peningkatan SDM, ketatausahaan, urusan
rumah tangga serta serta kelompok fungsional dibidang pembenihan air
tawar;

k. Melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan kegiatan dibidang sertifikasi tata laksana produksi
serta bimbingan penerapan teknologi anjuran dibidang pembenihan
ikan air tawar.

Pasal 52

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan administrasi, kepegawaian, keuangan dan
perlengkapan serta evaluasi dan pelaporan pada Unit Pelaksana Teknis
Balai Benih Tkan (BBI).

Pasal 53

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Subbagian Tata Usaha
mempunyai uraian tugas :

a. Pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, humas
dan pengelolaan administrasi kepegawaian;

Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan;

Pelaksanaan pengelolaan urusan evaluasi dan pelaporan;

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

oo

BAB IV
ESELONISASI

Pasal 54
(1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a;

(2) Kepala Sub Bagian pada UPTD merupakan jabatan struktural eselon
IV.b.
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BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 55

(1) Pada masing-masing UPTD dapat ditetapkan Jabatan Fungsional
berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan
prosedur ketentuan yang berlaku;

(2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
scal;lli‘or yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
UPTD;

(3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional
yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 56

(1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD dan kelompok tenaga
fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar
satuan organisasi dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Rokan Hulu serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah
sesuai dengan tugas masing-masing;

(2) Setiap pimpinan UPTD mengawasi bawahannya masing-masing dan
bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(3) Setiap pimpinan UPTD  bertanggungjawab memimpin  dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

(4) Setiap pimpinan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan
laporan berkala tepat pada waktunya;

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib
diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan
lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain
yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

(7) Dalam melaksanakan tugas pimpinan satuan organisasi dibawahnya
dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-
masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati yang
mengatur tentang Pembentukan, Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga, Dinas Bina
Marga Dan Pengairan, Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan,
Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura, Dinas Kehutanan Dan
Perkebunan, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, dan Dinas
Perikanan dan Peternakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 58
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 15 Nopember 2011

BUPATI ROKAN HULU,

A

H ACHMAD

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 16 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

Ir DAMRI1
Pembina Utama Muda
NIP. 19580413 199003 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2011 NOMOR 145
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